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ABSTRAK

PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYELESA]AN TINDAK
PIDANA PEMBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN (STUD] DI POLRESTA

PALEMBANG)
Oleh

SHENI]Y ADITTYA SAFUTRA

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah peran penyidik

Kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pembakaran lahan perkebunan (Studi di

Polresta Palembang) ? dan Apakah hambatan penyidik dalam penyelesaian tindal pidaaa

pembakaran lahan perkebunan (Studi di Polresta Palembang) ?. Jenis penelitian hukum

ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifal deskriptif yaitu

menggambarkan.
Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan

di atas, dapat disimpulkan bahwa : Peran penyidik Polresta Palembang dalam

penyidikan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan, yaitu : melakukan
pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan

tindak pidana di bidang Perkebunan; melakukan pemanggilan terhadap seseorang

untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak
pidana di bidang Perkebunan; melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan

hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Perkebunan; memeriksa

tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan pengembangan

Perkebunan; melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana

di bidang Perkebunan; meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan

hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan; membuat dan

menandatangani berita acara; menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat

cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Perkebunan; dan meminta

bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam

bidang Perkebunan. melakukan penangkapan dan penahanan dan Hambatan
penyidik Kepolisian Polresta Palembang dalam tindak pidana pembakaran lahan

perkebunan yaitu : Secara lntern. anmra lain : Terbatasnya Sumber daya Penyidik
yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan tentang penyidikan tindak
pidana khusus terutama tindak pidana lingkungan hidup; Sarana yang memadai

bagi penyidik unhrk melakukan reka ulang di lokasi pembakaran lahan yang

lokasinya sulit dijangkau; Secara Ekstemal, antara lain : Faktor kesadaran

masyarakat, yaitu kesadaran dalam mentaati pembukaan lahan perkebunan tidak
dilakukan dengan cara membakar.Faktor pengetahuan masyarakat terhadap

hukum sehingga tanpa pengetahuan masyarakat terhadap hukum maka masyarakat
tidak akan berperilaku sesuai dengan keinginan hukum, terutama hukum
lingkungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Psngelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perkebunan,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang
Perkebunan.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana Pembakaran, Lahan Perkebunan
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BAB I

PEI{DAHI'LUATI

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha

Esa kepada bangsa dan rakyat Indonesia yang meliputi air' laut, udara,

kekayaan alam yang terkandung dalam bumi' maupun makhluk hayati, semua

adhlah merupakan rahmat dari pada-Nya dan wajib dikembangkan dan

dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi suntber dan penunjang hidup

bagi bangsa dan rakyat lndonesia serta makhluk lainnya, demi kelangsungan

dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Masalah pencemaran lingkungan

hidup dewasa ini timbul karena kecerobohan manusia dalam pengelolaan

lingkungan hidup. Masatah lingkungan dalam periode beberapa dekade akhir-

akhir ini menduduki tempat perhatian dan sumber pengkajian yang tidak ada

habis-habisnya baik ditingkat regional, nasional maupun internasional, karena

dapal dikatakan ia sebagai kekuatan yang mendesak untuk mengatur kehidupan

umat manusia dalam kaitannya dengan kebutuhan sumber daya alam, dengan

tetap menjaga kelanjutan dan kelestarian itu sendiri.

"Dua hal yang paling esensial dalam kaitannya dengan masalah

pengelolaan lingkunan hidup adalah timbulnya pencemaran dan

perusakanlingkungan hidup. Secara yuridis formal kebijaksanaan umum

tentang lingkungan hidup di lndonesia telah dituangkan dalam Undang-undang
No, 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagai pengganti Undang-undang No. 23 Tahun 1997 untuk selanjutnya

disebut dengan UUPPLH merupakan Ketentuan Undang-undang Payung
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rerludap semua bentuk Peraturan mengenai masalah di bidang lingkungan

hidup". I

Banyak prinsip dan azas yang terkandung dalam UUPPLH tersebut

sangat baik dan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup beserta

segenap isinya. Pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

tersebut diatas dapat kita jumpai dalam pasal I angka 14 UUPPLH dimana

Peacemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya

makhluk hidup, zat, energy dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup

oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang

telah ditetapkan. Kemudian Undang-undang mendefinisikannya sebagai

kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan dan mak}luk hidup,

termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi

kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup

lainnya. Sedangkan perusak lingkungan hidup adalah tindakan orang yang

menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifal fisik,

kimia dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku

kerusakan lingkungan hidup. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya

alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamantkan dalam

Undang-undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup

berdasarkan Pancasila. Oleh sebab itu, perlu dilaksanakan pembangunan

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijakan

nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan

ml9.
t Witipedia llulum Lingkungan http://idtttikipedia.org/wiili diakses E Oktober



generasi masa kini dan generasi masa depan untuk itu dipandang perlu

rehksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan scimbang

grma menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup Indonesia bersifat sentralistik. Dalarn

UUPPLH berdasarkan pasal 7 ayat I kewenangan pengelolaan lingkungan

hidup menjadi kewenangan daerah dan yang menjadi kewenangan Pemerintah

hrsat dalam pengelolaan lingkungan hidup hanya bersifat universal.2

Masalah lingkungan sendiri pada hakikatnya dapat didefinisikan

secara mendasar sebagai perubahan dalam lingkungan hidup secara langsung

maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan akibat negative terhadap

lcsehatan dan kesejahteraan manusi4 lingkungan yang tercemar langsung atau

tidak langsung lambat laun cepat atau lambat akan mengakibatkan kerusakan

lingkungan. Perusakan lingkungan apabila ditinju dari peristiwa terjadinya

lcrusakan lingkungan juga terjadi dengan sendirinya, yang disebabkan oleh

elarn dan perbuatan manusia sedangkan pencemaran baik yang berasal dari air,

rdara maupun tanah, baik sumber permasalahan, usaha pencegahan atau

penanggulangannya harus segera ditangani dari segi-segi teknis, institusional

dan nasional dan sosial ekonomi.

"Pencemaran udara akan cepat berkembang dari pada air dan tanah atau

lahan- Bahan atau zat pencemar udara biasanya ada dua klasifikasi dasar yaitu
partikel gas dan gas yang disebut partikel adalah debu sedangkan gas yang

selama ini dianggap penting dalam permasalahan dalam lingkungan udara
bebas yakni CO, NO2, COz oksida dan hidrokarbon pada konsentrasi yang

' Sukanda Husin, Penega*an Hulum Linghungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
2!U)9, hlm. 16.
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Hebihan zat-zat tersebut akan membahayakan kesehatan manusia maupun

le*an menyebabkan kerusakan tanaman ataupun material serta gangguan

bimya seperti berkurangnya daya penglihatan bau penyakit dan lain-lain"-'

Lingkungan hidup sebagai salah satu aspek kebutuhan manusia' dimana

dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia berhadapan atau melibatkan baik

secara perseorangan maupun antar manusia dan kelompok. Dalam interaksi

manusia baik terhadap lingkungan hidupnya maupun dengan sesamanya (antar

manusia) dengan lingkungan atau sumber-sumber alam, memerlukan hukum

sebagai sarana pengaturan masyarakat. Pengaturan dapat berwujud dalam

bentuk apa yang boleh di perbuat yang disebut dengan hak dan apa pula yang

rerlarang atau tidak boleh dilakukan yang disebut dengan kewajiban oleh setiap

srbjek hukum., dengan demikian hal seperti ini tentunya akan membawa akibat

kcrragian kepada masyarakat setempat, disamping itu juga akan berdampak

negarif kepada Pemerintah maupun Negara Indonesia'

Agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan hidup khususnya di

lndonesia maka perlu penegakan hukum yang memuat aturan tentang ancaman

hrkuman baik secara minimum maupun secara maksimum. Namun hal ini

apabila dilihat dari penerapannya maka banyak sekali faktor-faktor yang dapat

menghambat dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

Hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau

lonsepkonsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan

tandungan hukum ini bersifat abstrak. Penegakan hukum pada hakekatnya

merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan

' strjma]ilono, HuLum Linghtngan lndonesia, Sinar Grafika, Jakart4 2006, hlm. t5



kn secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek

sctrgaimana harus dipenuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam

un perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan

mrmukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin di

patuhinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang

ditcrapkan oleh.hukum formal. Penegakan hukum merupakan suatu proses

yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu keberhasilan penegakan hukum

*air dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Pada dasarnya ada 5 faktor yang

mrpenganrhi penegakan hukum yaitu :

l. falcor hukumnya sendiri
2 faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang

mererapkan hukum
3- &lcor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

l- filnor masyarakat yaitu lingkungan ditnana hukum tersebut berlaku dan

diterapkan
5- faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan

Fda karsa manusia dalam pe rgaulan hidup.'

Undang-Undang Nomor 4l Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 49

ttU Kehutanan menyalakan bahwa, Pemegang hak atau izin bertanggung jawab

a rerjadinya kebakaran hutan di areal kerjany'a. Dan Pasal 50 ayat (3) huntf d

rnenyatakan setiap orang dilarang membakar hutan. Namun sayangnya dalam

rmdang-undang tersebut tidak menjelaskan ketentuan pidana mengenai Pasal

49- Ketentuan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 50 ayat (3) hurufd diatur

Fda Pasal 78 ayat (3) yang menyatakan Barang siapa dengan sengaja

mbnggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d,

' Soerjono Soekanto , Fabor-loktot yong mempengaruhi penegokan hukun, Rajawali

tr:s. Jakrta, 2003, hlm. 4-5



6

diarcam dengan pidana penjara paling lama l5 (lima belas) tahun dan denda

pling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Sementara itu apabila pelakunya merupakan badan usaha maka Pasal 50

ayat (la) menyatakan bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama

badan hukum.atilu badarr usaha, tulltutao dart sanksi pidananya dijatuhkan

Eftadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sam4 dikenakan

;*tana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan l/3

(scpertiga) dari pidana iang dijatuhkan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 I'ahun 2014 tentang Perkebunan

Pul 108 menyatakan bahwa : Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang

ncnrbuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 ayat (l) dipidana dengan pidana penjara lama l0

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh

miliar rupiah).

Tujuan penyelenggaraan Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara,

nrenyediakan lapangan ke{a dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi,

kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar,produktivitas,

meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serla bahan baku industri

,l"lam negeri, memberikan pelindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan

masyarakat mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara

o4imal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa
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hrtebunan. Penyelenggaraan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas

lc&Dlatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan,

tcbcrsarnaaru keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan

lcle$arial fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka telah mendorong penulis untuk

menuangkan dalam penelitian tesis ini dengan judul : PERAN PEhIYIDIK

XEFOIJSIAN DALAM PETTIYELESAIAII TINDAK PIDANA

}IUBAXARAN LAHAN PERKEBUNATI (STUDI DI POLRESTA

"aT.DMBANG).

I krrselehan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai

trrfut:

l- Bagaimanakah peran penyidik Kepolisian dalam penyelesaian tindak

pihna pembakaran lahan perkebunan (Studi di Polresta Palembang) ?

hambatan penyidik dalam penyelesaian tindak pidana

pcrnbakaran lahan perkebunan (Studi di Polresta Palembang) ?

L

C h.g LiDgkup

Penelitian ini termasuk ruang lingkup bidang hukum pidana dalam

Uaonya dengan peran penyidik untuk menetapkan tersangka tindak pidana

&h penyelesaian tindak pidana pembakaran lahan perkebunan (Studi di

httga Palembang), serta tidak menutup kemungkinan akan menyinggung

hl hb yang ada kaitannya dengan permaslahan yang dibahas dalam tesis ini.



8

D. Defenisi Konseptual

a. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang

melaksanakan hak dan kewajibamya sesuai dengan kedudukannya" maka

ia menjalankan suatu peranan.s

b. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal I butir I KUIIAP)

c. Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan

pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum

pidana dan dilakukan dengan kesaiahan oleh seseorang yang mampu

bertanggung jawab.

Pembakaran Lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan

dan keduanya bias terjadi baik sengaja maupun tanpa sengaja.6

Perkebunan Rakyat adalah usaha tanaman perkebunan yang dimiliki dan

atau diselenggamkan atau dikelola oleh perorangan/tidak bebadan hukum,

dengan luasan maksimal 25 hektar atau Pengelola tanaman perkebunan

yang mempunyai jumlah pohon yang dipelihara lebih dari batas minimurn
usaha. Berdasarkan besar kecilnya, usaha perkebunan rakyat dibedakan

menjadi dua akelompok yaitu pengelola tanaman perkebtman dan

pemelihara tanaman kebunan.'

f. Tindak Pidana pembakaran lahan adalah Setiap orang dilarang membakar

hutan (Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang No- 4l tahun 1999

tentang Kehutanan.

d.

e.

'Soerjono Soekanto, Sosiologi alu Pengantar, Raiawali,, Jalafi42002, hlm243
6 Respository.uin-suska-ac.idl2594l3lBABo/ol2}ll.pdf., diakses tanggal 2 Oktober

7 DannyggT,m.nomorl,com/perkebunan-rakyaLhtm, diakses taoggal 2 oklohF,r 2019
2019
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g. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber

daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan,

dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. (Pasal I butir I Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan).

h. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian

Perkebunan (Pasal I butir 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang

Perkebunan).

E Metode Penelitian

l. Jenis Penelitian

ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis

penelitian sosiologis yang bersifat deskriptif.

2- Jenis dan sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dasar yang

berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dan buku pustaka,

ruang lingkupnya sangat luas meliputi data atau informasi, penelaah dokumen, dan

bahan kepustakaan seperti buku-buku literatur dan arsip yang berkaitan dengan

masalah yang dibahas. Sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh

melalui observasi dan wawancara pada Polresta Palembang.

Sumber data yang digunakan adalah berupa bahan-bahan kepustakaan,

yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, literatur dan

website/intemet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti:
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a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah hukum atau bahan pustaka yang

mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun penulis yang digunakan

adalah :

l) Undang-Undang Dasiu Negara Republik Indonesia Tahun I945;

2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

4) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindmgan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5) Undang-undang Nomor 4l tahun I 999 tentang Kehutanan;

6) Undang-undang No. 39Tahun 2014 tentang Perkebunan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan

hukum primer, seperti :

I ) Hasil-hasil pemikiran yang releven;

2) Buku-buku penunjang lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, diantarannya bahan dari media internet yang relevan dengan

penelitian ini.

Data Primer akan diperoleh melalui observasi dan wawancara secara

langsung pada pihak terkait, yaitu Penyidik di Poiresta Palembang.
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4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan

ini, penulis menggunakan 2 (dua) cara pengumpulan dat& yaitu studi

kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud memperoleh data

sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat buku,

menelaah perundang-undan gan yang berkaitan dengan permasalahan serta

melakukan studi dokumentasi yaitu menganalisis peran penyidik untuk

menetapkan lersangka tindak pidana pembakaran lahan perkebunan di

Polresta Palembang.

b. W awanoara (interview)

Selain studi kepustakaan (ibrary researh), penulisan juga melakt*an

wawancara ata\ interview guna unluk menunjang data yang akan di

analisis. Wawancara yang dilakukan untuk menggali data yang diperlukan

dengan maksud dan tujuan agar dalam peran penyidik untuk menelapkan

tersangka tindak pidana pembakaran lahan perkebunan di Polres ta

Palembang dapat dilakukan secara maksimal. Dalam penulisan ini,

penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Polresta

Palembang. Selanjutnnya populasi merupakan jumlah keseluruhan dari

unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga.

4. Analisis Data
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan silogisme dedukasi dengan

mengintepretasikan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas'

dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis untuk menginteprestasikan

hukum yang berlaku.18

Dalam pengolahan data di mana data yang terkumpul melalui kegiatan

pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan pengujian data dengan

melakukan editing yaitu data yang di peroleh, diperiksa dan diadakan

penelitian kembali baik mengenar kelengkapan, kejelasan kemudian

kebenaranny4 sehingga terhindar dari kesalahan'

Analisis data dipergunakan analisis kualitatif yang dipergunakan untuk

aspek-aspek normatif yuridis dengan melalui metode yang bersifat deskriftif

analisis yaitu menguraikan / memberikan jawaban dari data yang di peroleh

dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan

umum (secara induktif)-

F. Sisaematika Penulisan

Penulisan ini dibagi kedalam 4 bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan' terdiri dari : Latar Belakang ; Permasalahan; Ruang

Lingkup dan Tujuan; defenisi konseptual; Metode Penelitian: Sistematika

penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka,

Pemidanaan; Pertanggungiawaban

terdiri dari : Pengertian Pidana dan

Pidana; Pengertian tindak Pidana

f8 Jhony lbrahim. Teori dan Melodelogi

Surdbay4 2006, hlm. 297'

Penelitian Hukum NornatiJ, Bayumedi4
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Ptmbakaran lahan;

Tersugka.

Kewenangan Penfidi}<; Persyaratan Penetapan

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembalrasarl tediri dari meuganalisis

peran penyidik Kcpolisian dahm penyelesaian tindak pidana pembakarart

lahan perkebunan (Studi dt Pohesta Palembang) dan hambatan penldik dahm

pcnyelesaian tindak piilana pembakarsn lahan perkebunan (Studi di Polresta

Pale,rnbang) .

Bab IV : PENUTUP, tdbi dari Kesiftpulm d@ Sarsa-sarm.
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